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KATA PENGANTAR 

 

 

Politeknik Negeri Manado merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi yang ada di 

Sulawesi Utara. Sejak tahun 2018, Politeknik Negeri Manado telah melaksanakan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pelaksanaan SPMI ini mengacu pada Undang-Undang dan 

peraturan yang berlaku di bidang pendidikan tinggi.  

Pedoman SPMI Politeknik Negeri Manado dimaksudkan sebagai sarana untuk membangun 

kesadaran dan komitmen seluruh civitas Akademika Polimdo demi tercapainya visi Politeknik 

Negeri Manado. Selain itu, pedoman ini menjadi arah bagi pelaksanaan SPMI dari segenap unsur 

yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan di Politeknik Negeri Manado. Pedoman ini 

digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Jurusan, Program Studi, 

Unit Pelaksana Teknis, dan Bagian yang ada di lingkungan Polimdo baik bidang akademik 

maupun non akademik untuk mendorong terciptanya budaya mutu yang terinternalisasi dalam 

setiap aktivitas di Polimdo. 

Dengan demikian, implementasi SPMI di Politeknik Negeri akan mampu mencapai dan 

mengembangkan Budaya Mutu secara efektif dan efisien. Kami mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman SPMI ini. Kami berharap bahwa Buku 

Pedoman ini digunakan oleh setiap unsur dalam manajemen Politeknik Negeri Manado sebagai 

sumber inspirasi dan acuan untuk menginternalisasi sistem penjaminan mutu sehingga sistem 

penjaminan mutu dapat menjadi aliran darah yang menghidupkan budaya mutu dalam setiap 

aktivitas yang dilakukan. 

 

 

          Tim Penyusun 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Politeknik Negeri Manado (Polimdo) merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi yang 

ada di Sulawesi Utara dan berdiri sejak tahun 1987. Adapun visi Politeknik Negeri Manado yaitu, 

menjadikan Polimdo sebagai perguruan tinggi vokasional unggul dan berstandar internasional. 

Untuk mencapai visi tersebut, Polimdo memiliki misi: 

1. Meningkatkan dan memperluas akses dan layanan prima bagi masyarakat untuk 

mendapatkan pendidikan bermutu;  

2. Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing semua program studi;  

3. Menciptakan lulusan berkualitas secara komprehenship meliputi aspek pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap;  

4. Menciptakan dan mengembangkan manajemen institusi berdasarkan prinsip tata kelola 

institusi secara berkelanjutan;  

5. Meningkatan kualitas hasil penelitian berbasis teknologi terapan;  

6. Membangun kemitraan yang kokoh dengan pemerintah pusat dan daerah;  

7. Membangun kolaborasi dengan pihak industry dalam menghasilkan karya produktif dan 

inovatif yang berdampak peningkatan kualitas hidup masyarakat; dan  

8. Membangun kerjasama pendidikan dan penelitian dengan institusi/ perguruan tinggi 

nasional dan internasional. 

Untuk mencapai visi dan misi Polimdo serta menjalankan amanat UU no. 12 tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi pasal 51 ayat 2, yaitu pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu 

Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu, maka sejak tahun 2007, Polimdo telah 

menerapkan ISO 9001:2000 sebagai acuan sistem penjaminan mutu Politeknik Negeri Manado. 

Tahun 2018, sistem penjaminan mutu Polimdo beralih ke SPMI untuk menjalankan amanat 

Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan 

Permenristekdikti no. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

 Sejak tahun 2018 juga Politeknik Negeri Manado melaksanakan Audit Mutu Internal sesuai 

pedoman Kemenristekdikti. Selama ini fokus/ruang lingkup audit berpusat pada standar proses 
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pembelajaran dan standar pengelolaan pembelajara. Penggunaan lingkup tersebut selama tahun 

2018-2020 dikarenakan dari hasil temuan audit masih banyak program studi (di atas 50%) yang 

memiliki temuan mayor (pelaksanaan SPMI belum mencapai standar yang ditetapkan) untuk 

lingkup tersebut walaupun setiap tahun ada progress perubahan. Kondisi ini disebabkan: 

a. komitmen pelaksana SPMI (Direktur dan jajaran manajemen) yang belum terbangun  

b. kurangnya pengetahuan dari pelaksana/manajemen akan SPMI itu sendiri.  

c. belum adanya manajemen data yang tertata dengan baik 

Oleh sebab itu, dari kondisi yang ada, Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu 

(P4M) melihat adanya kebutuhan akan pedoman SPMI yang dapat menjadi acuan bagi pelaksana 

SPMI (manajemen) dalam mengimplementasikan SPMI. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan 

budaya mutu akan terwujud. 

 

1.2 Tujuan Penyusunan Pedoman SPMI 

Adapun tujuan dari penyusunan pedoman ini: 

a. Untuk memberikan pedoman dan acuan kepada seluruh komponen civitas akademika 

terlebih jajaran manajemen di Politeknik Negeri Manado dalam merencanakan, 

menjalankan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan sistem penjaminan 

mutu yang berkelanjutan 

b. Agar seluruh unit kerja di setiap level manajemen dapat mengkoordinasikan dan 

mengimplementasikan standar mutu Politeknik Negeri Manado  

c. Agar tercipta budaya mutu  

 

1.3 Sasaran Pedoman SPMI 

Sasaran dari pedoman SPMI ini mencakup seluruh civitas akademika dan elemen struktural 

di lingkungan Politeknik Negeri Manado termasuk Gusus Kendali Mutu (GKM) dari setiap 

jurusan. 

 

1.4 Acuan Pedoman SPMI 

a. Undang-Undang no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

b. Peraturan Pemerintah no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 
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c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi no. 62 tahun 2016 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi no. 72 tahun 2016 tentang 

Statuta Politeknik Negeri Manado 

f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi no. 21 tahun 2016 tentang 

Organisasi Tata Kelola Politeknik Negeri Manado 

g. Surat Keputusan Direktur no. 5132/PL12/AK/2017 tentang Penetapan Dokumen 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Negeri Manado 

h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggaran 

Pendidikan Vokasi tahun 2020 

i. Dokumen SPMI Politeknik Negeri Manado tahun 2017. 
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BAB 2 

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI 

(SPM-DIKTI) 

 

2.1 Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

 Beberapa pengertian yang perlu dipahami dari Permenristekdikti no. 62 tahun 2016 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti): 

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan 

tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.  

2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah 

kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan 

berkelanjutan.  

SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan 

berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. SPM Dikti berfungsi 

mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan 

pendidikan tinggi yang bermutu. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, 

evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar 

Pendidikan Tinggi (Standar Dikti), atau disingkat PPEPP.  

Menurut Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Pendidikan Tinggi, SPM Dikti terdiri atas: 

1. Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi 

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap 

perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan 

pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan otonomi atau kemandirian 

tersebut, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai 

dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, 

jumlah program studi dan sumber daya perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan 

pihak lain. 

2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-

PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). 
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SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi terhadap luaran penerapan SPMI oleh 

perguruan tinggi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu atau penetapan 

status dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi. 

3. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi 

dan Kemdikbud, sebagai sumber data dan informasi untuk implementasi SPMI dan SPME. 

PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan 

tinggi yang terintegrasi secara nasional. Perguruan Tinggi melaporkan data, informasi 

pelaksanaan, dan luaran SPMI melalui PDDikti dengan memastikan kebenaran dan 

ketepatannya. 

Hal ini berarti bahwa data dan informasi yang digunakan untuk SPMI harus identik dengan data 

dan informasi yang digunakan untuk SPME. PD Dikti menjadi tempat menyimpan data dan 

informasi yang akurat, valid, dan mutakhir yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian 

atau pemenuhan Standar Dikti di dalam SPMI perguruan tinggi tersebut.  

Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, 

yaitu  

1. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh 

perguruan tinggi.  

2. SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh 

BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.  

3. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN- PT atau LAM untuk 

penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi. 
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Sumber: Materi Kebijakan Nasional SPMI PT. Vokasi (2020) 

 

2.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal 

Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan SPMI mempunyai tugas dan wewenang:   

1. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan 

SPMI; 

2. menyusun perangkat SPMI yang paling sedikit terdiri atas:  

a. pengaturan tentang kebijakan SPMI 

b. pengaturan tentang manual penerapan standar dalam SPMI 

c. pengaturan tentang standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan 

pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi 

d. pengaturan tentang tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI, yang dimuat dalam 

suatu dokumen  

3. mengintegrasikan penerapan SPMI pada manajemen perguruan tinggi atau membentuk 

unit penjaminan mutu yang bertanggung jawab atas penerapan SPMI 

4. mengelola data dan informasi untuk pelaksanaan SPMI melalui PDDikti pada tingkat 

perguruan tinggi. 
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Sumber: Materi Kebijakan Nasional SPMI PT. Vokasi (2020) 

Di dalam Pasal 54 UU Dikti, diatur tentang Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) sebagai 

berikut.  

4. Standar Dikti terdiri atas:  

a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri (standar 

minimal) terdiri atas:   

1) Standar Nasional Pendidikan 

2) Standar Penelitian 

3) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat  

b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan 

mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:  

1) Standar dalam Bidang Akademik 

2) Standar dalam Bidang Nonakademik 

yang melampaui SN Dikti. 

Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang diselenggarakan sesuai dengan 

Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

(SN Dikti)  dan  Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 
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Sumber: Materi Kebijakan Nasional SPMI PT. Vokasi (2020) 

 

ARAS IMPLEMENTASI SPMI 

                                                                     

Sumber: Materi Kebijakan Nasional SPMI PT. Vokasi (2020) 

Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum 

dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan seperti pendidikan vokasi. Program 

Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 
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Sumber: Materi Kebijakan Nasional SPMI PT. Vokasi (2020) 

Untuk membangun SPMI, maka institusi perlu menyusun dokumen SPMI yang terdiri dari 

dokumen kebijakan, manual, standar dan formulir. Dengan ditetapkannya dokumen SPMI tersebut 

maka SPMI siap untuk diimplementasikan dalam siklus pelaksanaan SPMI. Pelaksanaan SPMI 

mengacu pada standar-standar SPMI yang telah ditetapkan.  

 

Sumber: Materi Kebijakan Nasional SPMI PT. Vokasi (2020) 

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan dengan menyelenggarakan Audit Mutu 

Internal (AMI), yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan 

Standar Dikti (ketika Standar Dikti dilaksanakan). Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:  

a. Pelaksanaan Standar Dikti mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan;  
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b. Pelaksanaan Standar Dikti melampaui Standar Dikti yang telah ditetapkan;  

c. Pelaksanaan Standar Dikti belum mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan; 

d. Pelaksanaan Standar Dikti menyimpang dari Standar Dikti yang telah ditetapkan 

Apapun hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mencapai, melampaui, belum 

mencapai, maupun menyimpang dari Standar, perguruan tinggi harus melakukan tindakan 

Pengendalian Standar Dikti. 

Jenis Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti:  

a. Evaluasi Diagnostik dilakukan pada saat setiap Standar Dikti dilaksanakan, untuk 

mengetahui hambatan dalam pelaksanaan standar tersebut.  

b. Evaluasi Formatif dilakukan pada saat setiap Standar Dikti dilaksanakan, untuk 

mengoptimalkan pelaksanaan standar tersebut;  

c. Evaluasi Sumatif dilakukan pada saat pelaksanaan setiap Standar Dikti sudah selesai, 

sehingga capaian dapat diukur dan perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya.  

Terdapat dua macam Evaluasi Sumatif (summative evaluation) yaitu:  

a. Audit Mutu Internal (AMI) yaitu evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang telah selesai 

yang dilakukan oleh pihak internal perguruan tinggi,  

b. Akreditasi (accreditation), yaitu evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang telah selesai yang 

dilakukan oleh pihak eksternal perguruan tinggi. 

Pelaksana Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti:  

a. Evaluasi Diagnostik : dilakukan oleh pejabat struktural (atasan);  

b. Evaluasi Formatif : dilakukan oleh pejabat struktural (atasan);  

c. Evaluasi Sumatif  

1) AMI : dilakukan oleh Auditor 

2) Akreditasi : dilakukan oleh Asesor. 

Obyek Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti:  

a. proses atau kegiatan pelaksanaan suatu standar; 

b. prosedur atau mekanisme pelaksanaan standar;  

c. hasil atau output dari pelaksanaan standar;  
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d. dampak atau outcomes dari pelaksanaan standar. 

Hasil AMI yang dilakukan melalui Evaluasi Sumatif berupa temuan (findings) sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan Standar Dikti mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan;  

b. Pelaksanaan Standar Dikti melampaui Standar Dikti yang telah ditetapkan;  

c. Pelaksanaan Standar Dikti belum mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan;  

d. Pelaksanaan Standar Dikti menyimpang dari Standar Dikti yang telah ditetapkan 

 

Sumber: Materi Kebijakan Nasional SPMI PT. Vokasi (2020) 

Dalam standar proses pembelajaran bagian isi pernyataan standar diwajibkan dan telah ditetapkan 

bahwa jumlah tatap muka dalam 1 semester adalah 14 kali (Penetapan). Standar ini yang harus 

dilaksanakan oleh dosen selama perkuliahan 1 semester. Dalam perkuliahan semester berjalan, 

dosen melakukan tatap muka setiap minggu (Pelaksanaan). Berdasarkan hasil evaluasi ketua 

jurusan ditemukan dosen A yang baru 5 kali tatap muka (Evaluasi). Kajur mewajibkan dosen untuk 

memberi tatap muka pengganti/kompensasi sebelum akhir semester (Pengendalian). Pada akhir 

tahun standar ditingkatkan menjadi ketua jurusan mewajibkan dosen A memberi tatap muka 14 

kali tanpa terlambat. 
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Sumber: Materi Kebijakan Nasional SPMI PT. Vokasi (2020) 

 

Sumber: Materi Kebijakan Nasional SPMI PT. Vokasi (2020) 
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Sumber: Materi Kebijakan Nasional SPMI PT. Vokasi (2020) 
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BAB 3 

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  

POLITEKNIK NEGERI MANADO 

 

 

3.1 Tantangan Pelaksanaan SPMI 

Pada periode awal 2017-2019 pelaksanaan SPMI diarahkan pada terciptanya budaya mutu 

dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Negeri Manado. Hal ini dilakukan dengan 

pertimbangan bahwa untuk mencapai visi institusi dalam jangka panjang perlu dibangun suatu 

fondasi yang kokoh. Fondasi yang kokoh tersebut adalah adanya budaya mutu yang menjiwai 

setiap penyelenggaraan kegiatan tridharma di institusi.  

Dalam membangun budaya mutu tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi dari pimpinan 

puncak Politeknik Negeri Manado. Komitmen pimpinan puncak tersebut (Direktur dan para Wakil 

Direktur) akan mendorong segenap pimpinan unit kerja berkomitmen terhadap budaya mutu. 

Dengan demikian setiap proses pelaksanaan Tridharma akan selalu berlandaskan pada standar-

standar mutu yang ada. 

Selain itu, Politeknik Negeri Manado perlu membangun manajemen data yang terintegrasi 

sehingga dapat meminimalisir kekeliruan data dan memudahkan unit kerja dalam mengakses data 

yang diperlukan. Data yang terintegrasi tersebut juga menjadi basis data saat pelaksanaan 

akreditasi. 

Di sisi lain, perlu adanya pemahaman yang sama dari para pelaksana SPMI disetiap level 

manajemen sehingga setiap pelaksana SPMI dapat menyatukan langkah mereka dan bersinergi 

dalam mengimplementasikan SPMI dan mendukung sistem penjaminan mutu yang sudah 

dibangun oleh Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu. Untuk itu, Pusat 

Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu perlu melakukan sosialisasi secara intensif 

tentang SPMI. 

Manajemen puncak juga perlu melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi secara 

berjenjang. Pelaksanaan SPMI perlu didukung dengan pendanaan serta sarana prasarana yang 

memadai sehingga implementasi SPMI dapat berjalan konsisten dengan standar yang ditetapkan. 
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3.2 Struktur Organisasi 

Setiap perguruan tinggi bebas menentukan model organisasi atau kelembagaan dalam 

mengimplementasikan SPMI. Selain karena tidak terdapat peraturan yang mewajibkan mereka 

untuk memilih model tertentu, juga karena setiap perguruan tinggi memiliki perbedaan dalam hal 

latar belakang sejarah, tata nilai atau nilai dasar organisasi, kemampuan sumber daya, jumlah 

program studi, jumlah mahasiswa dsb., sehingga tidak tepat jika sebuah perguruan tinggi meniru 

model organisasi dan kelembagaan SPMI dari perguruan tinggi lain.   

Pada prinsipnya, terdapat 3 (tiga) model pengorganisasian yang dapat dipilih oleh 

perguruan tinggi dalam mengimplementasi SPMI, yakni:  

1. Membentuk unit khusus SPMI;   

2. Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen perguruan tinggi; atau  

3. Mengombinasikan model 1 dan 2.    

Membentuk unit khusus SPMI  

Unit SPMI dibentuk pada tingkat perguruan tinggi dengan tugas dan fungsi memfasilitasi 

implementasi SPMI di institusi. Unit ini memiliki struktur organisasi, mekanisme kerja, personalia 

dan anggaran. Pada tingkat yang lebih rendah (misal jurusan), dapat dibentuk juga unit SPMI yang 

lebih kecil yang secara hirarkhis bertanggung jawab kepada unit SPMI pada tingkat perguruan 

tinggi. Pengelola unit SPMI tidak boleh dirangkap oleh pemangku jabatan struktural lain.  

Pada tingkat perguruan tinggi, unit SPMI dapat ditempatkan di bawah Wakil Direktur atau 

langsung di bawah koordinasi Direktur. Pada tingkat jurusan (jika ada) unit SPMI dapat 

ditempatkan di bawah atau langsung di bawah koordinasi ketua jurusan. Unit SPMI yang 

ditempatkan langsung di bawah pemimpin perguruan tinggi akan memberikan kemudahan dalam 

hal SPMI telah diterapkan pada segala aspek di perguruan tinggi yang bersangkutan.  

Kekuatan dari model ini yaitu pertama, model ini dipandang sebagai cara pengorganisasian 

implementasi SPMI yang tepat, karena unit SPMI yang terpisah dari berbagai jabatan struktural 

secara teoretik maupun praktik dipandang lebih independen. Independensi yang melekat pada unit 

SPMI tersebut akan mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi (termasuk Audit Mutu 

Internal) secara obyektif. Kedua, keberadaan unit SPMI dapat dipandang sebagai cara perguruan 

tinggi tersebut melaksanakan salah satu prinsip dari good university governance, yaitu 

akuntabilitas. Ketiga, unit SPMI yang dibentuk secara independen dan akuntabel akan 
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membuatnya menjadi kuat dan disegani oleh berbagai pihak yang kinerjanya akan dimonitor, 

dievaluasi, dan diaudit oleh unit SPMI tersebut.   

Kelemahan dari model ini, yakni pertama, model ini membutuhkan biaya serta sumber 

daya manusia yang relatif besar yang dapat memberatkan perguruan tinggi yang tidak memiliki 

SDM yang cukup, memiliki student body yang kecil, memiliki sedikit program studi, dan sumber 

dana yang terbatas. Model ini dapat menghambat implementasi SPMI pada perguruan tinggi yang 

relatif kecil. Kedua, keberadaan unit SPMI dapat memperbesar struktur organisasi perguruan 

tinggi dan memperpanjang mata rantai birokrasi, sehingga potensial membebani perguruan tinggi 

tersebut. Ketiga, apabila unit SPMI tersebut secara struktural berkedudukan tidak lebih tinggi dari 

fakultas atau unit pengelola program studi, efektivitasnya dalam melaksanakan fungsi 

implementasi SPMI rendah. Hal ini disebabkan unit pengelola program studi yang merasa berada 

pada posisi lebih tinggi atau sederajat dengan unit SPMI akan cenderung mengabaikan saran 

dan/atau rekomendasi dari unit SPMI.   

Mengintegrasikan Implementasi SPMI ke dalam Manajemen Perguruan Tinggi   

Pada model ini, SPMI diimplementasikan oleh setiap pejabat struktural, misalnya Direktur, 

Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Kepala Bagian, Kepala Laboratorium. Dalam model ini, 

koordinasi pelaksanaan SPMI pada tingkat perguruan tinggi langsung dilakukan oleh pemimpin 

perguruan tinggi, tetapi kendali implementasi di tingkat Jurusan dilakukan oleh masing-masing 

pemimpin unit tersebut dan dikoordinasikan langsung oleh pemimpin perguruan tinggi.  

Kekuatan model ini, yaitu pertama, model ini cocok untuk perguruan tinggi kecil atau yang 

baru didirikan dengan sumber daya yang terbatas, jumlah program studi dan mahasiswa yang 

relatif sedikit. Dengan melekatkan tugas mengimplementasikan SPMI pada jabatan struktural 

mulai dari tingkat tertinggi, yaitu pemimpin perguruan tinggi hingga tingkat fakultas atau unit 

pengelola program studi di dalam perguruan tinggi, membuat implementasi SPMI relatif menjadi 

lebih hemat dan fleksibel. Dengan model ini, struktur organisasi perguruan tinggi juga akan tetap 

ramping dan tidak memperpanjang mata rantai birokrasi. Kedua, melalui cara ini, setiap dosen, 

tenaga kependidikan, mahasiswa, bahkan juga para pejabat struktural relatif akan merasa lebih 

nyaman dalam bekerja mewujudkan budaya mutu sebab tidak ada perasaan dipaksa dan diawasi 

oleh pengawas.  

Kelemahan model ini, yaitu pertama, model ini dapat mengganggu efektivitas, 

obyektivitas, dan akuntabilitas, karena menyerahkan implementasi SPMI pada para pejabat 
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struktural yang kinerjanya justru akan diukur dalam SPMI dapat dianggap kurang etis. 

Implementasi SPMI dengan model ini diragukan efektivitasnya karena model ini amat tergantung 

pada inisiatif dan ketegasan pejabat struktural. Kedua, model ini dapat mengakibatkan 

implementasi SPMI berlangsung tidak serentak, berbeda-beda, dan dengan kecepatan tidak sama 

apabila tidak ada koordinasi dari pemimpin perguruan tinggi.   

Mengombinasikan model 1 dan 2.  

Perguruan tinggi dapat mengombinasikan kedua model di atas dengan alasan dan tujuan 

tertentu sebagai berikut:  

a. Pertama, sebagai pemula sebuah perguruan tinggi membentuk sebuah task force atau 

tim ad hoc dengan tugas pokok menyusun Dokumen SPMI, setelah itu dibentuk unit 

SPMI untuk melanjutkan langkah sesuai mekanisme SPMI. Model ini dapat diadopsi 

jika jumlah SDM pada perguruan tinggi itu masih terbatas, sehingga pembentukan unit 

SPMI terkendala, padahal penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sudah 

mendesak. Namun, ketika perguruan tinggi harus melaksanakan isi berbagai Standar 

dalam SPMI (Standar Dikti) lalu mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaannya, 

misalnya dengan melakukan monitoring dan evaluasi, maka model task force ini 

dipandang kurang efektif. Dalam keadaan tersebut, kemudian dipandang perlu 

dibentuk unit SPMI dan membubarkan task force atau mengubah personalia task force 

menjadi pengelola unit SPMI.  

b. Kedua, perguruan tinggi membentuk unit SPMI di tingkat perguruan tinggi dengan 

tugas pokok mengimplementasikan SPMI. Tugas ini dijalankan secara sistematis, 

efektif, dan menimbulkan dampak psikologis bagi pemangku kepentingan internal 

sehingga mulai timbul kesadaran mutu, dan pada gilirannya tercipta budaya mutu. 

Kemudian, setelah budaya mutu mulai terinternalisasi, secara bertahap tugas dan fungsi 

dari unit tersebut dapat dialihkan ke para pejabat struktural pada semua tingkat, dan 

unit tersebut dapat dihapuskan. Penghapusan unit SPMI tidak berarti implementasi 

SPMI terhenti, karena setiap pejabat struktural sesuai dengan tugas dan wewenangnya 

masing-masing harus melanjutkan implementasi SPMI di bawah koordinasi langsung 

pemimpin perguruan tinggi.   

c. Ketiga, perguruan tinggi mengorganisasikan implementasi SPMI dengan membentuk 

unit SPMI di tingkat perguruan tinggi yang membawahi semua unit kerja di perguruan 
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tinggi. Namun, pada tingkat unit kerja seperti fakultas tidak dibentuk unit SPMI yang 

lebih kecil, tetapi implementasi SPMI merupakan tugas pejabat struktural seperti Ketua 

Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium, dsb. Unit SPMI di tingkat perguruan 

tinggi bertugas memonitor, mengevaluasi, dan mengaudit pelaksanaan SPMI di semua 

unit kerja 

Politeknik Negeri Manado sesuai dengan Statuta dan OTK-nya, membentuk unit khusus 

SPMI dan disebut sebagai Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu. Pusat adalah 

unsur pelaksana akademik di bawah Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang 

pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu. Pusat dipimpin oleh kepala pusat yang 

bertanggung jawab kepada Direktur. Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu 

mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan 

kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu akademik. 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Politeknik Negeri Manado dan Kedudukan P4M 

Dari struktur organisasi ini terlihat bahwa seluruh jajaran manajemen yang ada menjadi pelaksana 

SPMI. 

Dalam mengelola SPMI, P4M dibantu staf fungsional, tim Gugus Kendali Mutu (GKM) 

jurusan dan tim auditor internal. Pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat jurusan dilakukan oleh 
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Gugus kendali mutu unit kerja dan pelaksanaan verifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan 

standar pendidikan tinggi dilaksanakan oleh tim audit mutu internal. 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI 

GKM unit kerja merupakan pelaksana penjaminan mutu ditingkat unit kerja yang 

bertanggung jawab pada pimpinan unit kerja terkait. GKM menjadi bagian dan dibawah koordinasi 

P4M. GKM jurusan bertugas:  

a. Menjamin bahwa SPMI telah dijalankan dengan baik dan benar mengikuti siklus Penetapan 

- Pelaksanaan - Evaluasi Pelaksanaan - Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan 

(PPEPP) di unit kerja terkait sesuai dengan standar dan aturan berlaku.  

b. Memeriksa dan mengevaluasi penerapan/pelaksanaan SPMI di unit kerja terkait dengan 

menggunakan instrumen yang berlaku.  

c. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan program penjaminan mutu internal di unit 

kerja terkait.   

d. Mengidentifikasi kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan aturan/prosedur maupun 

standar yang berlaku di unit kerja terkait, yang beresiko terhadap pencapaian sasaran  mutu 

maupun target kerja, serta melaporkan secara tertulis kepada pimpinan jurusan secara 

berkala tentang kejadian-kejadian tersebut.  
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e. Mengantisipasi dan memberi masukan secara tertulis kepada pimpinan jurusan tentang 

tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang timbul sesuai dengan komitmen yang 

telah diberikan.  

f. Menyusun laporan tertulis atas hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal untuk 

disampaikan kepada pimpinan Polimdo melalui P4M.  

g. Berpartisipasi aktif dalam inisiatif dan pengendalian proses perbaikan  

h. Menjalankan tugas yang diberikan dengan mematuhi dan mentaati standar mutu dan 

perundangan yang berlaku.  

Tugas pokok tim Audit Mutu Internal ialah melaksanakan verifikasi kesesuaian antara 

pelaksanaan dengan standar pendidikan tinggi dalam rangka mendapatkan rekomendasi ruang 

peningkatan mutu dan menjamin akuntabilitas berdasarkan praktik baik serta temuan atau 

ketidaksesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi.  

 

3.3 Kebijakan SPMI 

Kebijakan SPMI Polimdo mencakup :  

a. Tenaga pendidik, mahasiswa, tenaga kependidikan,kurikulum, sarana prasarana dan 

sumber daya pendukung lainnya. 

b. Proses pembelajaran dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya sesuai dengan 

Standar Nasional Pendidikan.  

c. Lulusan dan hasil kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan dinamika 

pembangunan nasional dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS). 

Kebijakan SPMI merupakan:  

a. Pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam 

merencanakan dan melaksanakan   program kerja dan anggaran, monitoring, asesmen dan 

evaluasi, audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (continuous 

improvement).  

b. Rujukan bagi seluruh karyawan akademik dan non akademik Polimdo yang merupakan 

pemangku kepentingan di lingkungan Polimdo dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya sesuai dengan peran masing-masing.  
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c. Landasan dan arah dalam menentukan Standar SPMI, Standar Operasional Prosedur 

(SOP), pelaksanaan / pemenuhan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan / peningkatan 

penjaminan mutu Polimdo.  

 

3.4 Strategi Pelaksanaan SPMI 

Strategi yang diupayakan dalam pelaksanaan SPMI :  

a. Melibatkan secara aktif semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mulai tahap 

perencanaan, sampai dengan tahap evaluasi dan pengembangan SPMI Polimdo;   

b. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi auditor internal tentang SPMI 

Polimdo;  

c. Melakukan sosialisasi SPMI kepada pemangku kepentingan internal agar dapat 

diimplementasikan dengan baik pada setiap unit kerja;  

d. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP   

 

3.5 Manajemen SPMI 

Mekanisme SPM Dikti diawali oleh perguruan tinggi dengan mengimplementasikan SPMI 

melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas:  

a. Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti 

dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;   

b. Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti 

dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;   

c. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran 

kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti 

yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;  

d. Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang 

terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang 

tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;  

e. Peningkatkan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti 

dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar 

Dikti yang telah ditetapkan sebelumnya.  
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SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi setelah mendapat 

pertimbangan senat perguruan tinggi. Setelah satu atau beberapa siklus SPMI diimplementasikan 

oleh perguruan tinggi, SPMI sebagai suatu sistem secara utuh perlu dievaluasi dan kemudian 

dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Luaran 

implementasi SPMI dalam suatu siklus disampaikan oleh perguruan tinggi kepada Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk meminta Akreditasi Perguruan Tinggi 

(APT) dan Akreditas Program Studi (APS) dalam memperoleh peringkat akreditasi. Permintaan 

perguruan tinggi untuk memperoleh peringkat APS dan/atau APT dapat dilakukan oleh perguruan 

tinggi sesuai dengan ketentuan di dalam Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi 

Program Studi dan Perguruan Tinggi.   

 Sebagai komitmen Polimdo dalam melaksanakan penjaminan mutu sesuai amanat 

Permenristekdikti no. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada 

akhir tahun 2017 Direktur Politeknik Negeri Manado telah mengesahkan dokumen Sistem 

Penjaminan Mutu Internal/SPMI (SK Direktur No. 5132/PL12/AK/2017 tentang penetapan 

dokumen SPMI) setelah melalui rapat pertimbangan Senat. Dokumen SPMI tersebut meliputi 

dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen 

formulir. Dengan ditetapkannya dokumen SPMI tersebut maka mulai tahun 2018, SPMI Politeknik 

Negeri Manado dilaksanakan berdasarkan amanat Kemenristekdikti dalam Permenristekdikti no. 

62 tahun 2016. Oleh sebab itu mekanisme implementasi Sistem Penjaminan Mutu Politeknik 

Negeri Manado sebagai berikut:  

1. Penetapan standar (P), yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti (24 

standar minimal) dan standar Dikti yang ditetapkan oleh Politeknik Negeri Manado 

(sekarang ini memiliki 8 standar non akademik). Pada tahun 2019 telah ditetapkan 26 

standar (7 Standar non akademik dan 19 Standar turunan) 

2. Pelaksanaan standar (P), yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan 

Standar Dikti yang ditetapkan oleh Politeknik Negeri Manado. Tahapan ini mulai 

dilaksanakan di tahun 2018. Dalam siklus pelaksanaan standar, pelaksanaan belajar 

mengajar terdiri dari 4 tahapan, yaitu: 

a. Persiapan perkuliahan 

b. Pelaksanaan PBM 
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c. Evaluasi PBM 

d. Pelaporan PBM 

Tahapan pelaksanaan PBM mengacu kepada standar SPMI, SOP dan formulir yang ada. 

Hal ini terlihat secara jelas dalam skema berikut: 

 

Gambar 3. Siklus Persiapan PBM 
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Gambar 4. Siklus Pelaksanaan PBM 

 

Gambar 5. Siklus Evaluasi PBM 



25 
 

 

Gambar 6. Siklus Pelaporan PBM 

3. Evaluasi (E) pelaksanaan standar, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan 

pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah 

ditetapkan oleh Politeknik Negeri Manado. Evaluasi pelaksanaan standar ditingkat jurusan 

dilakukan oleh ketua jurusan dengan dibantu oleh tim GKM. Evaluasi ini mencakup 

evaluasi atas persiapan perkuliahan dan pelaksanaan PBM. Evaluasi pelaksanaan standar 

ditingkat institusi dilakukan oleh P4M melalui kegiatan AMI. Kegiatan AMI dilaksanakan 

secara periodik per semester untuk program studi dan per tahun untuk Pusat, UPT, sub 

bagian dan bidang. 

Prosedur kerja AMI: 

a. Setiap awal tahun P4M menyusun rencana jadwal audit tahunan dan mengusulkan 

pembentukan tim auditor internal dan GKM.  

b. Berdasarkan usulan tersebut, Direktur menetapkan tim auditor internal, GKM dan 

mengangkat manajer program-audit mutu internal (MP-AMI) melalui SK Direktur. 

c. Berdasarkan jadwal audit tahunan dan SK auditor internal tersebut, kepala pusat 

membuat surat tugas bagi auditor. 
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d. Berdasarkan surat tugas tersebut P4M melakukan opening meeting untuk menjelaskan 

prosedur audit yang akan dilakukan dan lingkup audit. Opening meeting dilakukan 

untuk menyamakan persepsi auditor atas pertanyaan/butir mutu yang tercantum dalam 

ceklis audit. 

e. Auditor melaksanakan audit. 

f. Auditor menyusun laporan permintaan tindakan koreksi serta mengkonfirmasi kembali 

tindakan koreksi yang harus dilakukan oleh auditee dalam jangka waktu tertentu. 

g. Setelah batas waktu tindakan koreksi, P4M melakukan closing meeting, menyusun 

laporan audit dan melaporkan kepada pimpinan puncak melalui RTM. Closing meeting 

dilakukan untuk mengkonfirmasi kembali hasil temuan audit dan tindakan koreksi 

sebelum P4M menyusun laporan AMI. 

h. Rekomendasi dari Rapat Tinjauan Manajemen menjadi acuan tindaklanjut atau oleh 

auditee (unit kerja) dalam rangka perbaikan berkelanjutan 

4. Pengendalian (P) pelaksanaan standar, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang tidak 

tercapai untuk dilakukan tindakan perbaikan. Tahapan ini dilaksanakan dalam bentuk RTM 

dan tindak lanjut hasil AMI di monitor pelaksanaannya oleh GKM. 

5. Peningkatan (P) standar, yaitu kegiatan perbaikan standar yang ada agar lebih tinggi 

daripada standar yang telah ditetapkan. Tahapan ini dilaksanakan pada akhir tahun 

berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian yang telah dilakukan. Peningkatan standar 

termuat dalam sasaran mutu tahun berikutnya.  

 

3.6 Prinsip Pelaksanaan SPMI 

Prinsip dalam melaksanakan SPMI di Polimdo dengan mengacu kepada UU Pendidikan 

Tinggi dan Permendikbud yaitu :  

1.  Otonom  

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri baik pada aras 

Unit Pengelola Program Studi (Jurusan) maupun pada aras perguruan tinggi/Politeknik. 

2. Terstandar  

SPMI menggunakan SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Politeknik Negeri 

Manado  

3. Akurasi  
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SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PDDikti.  

4. Terencana dan Berkelanjutan  

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan siklus PPEPP  

5. Terdokumentasi  

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan 

didokumentasikan secara sistematis. 

 

3.7 Tujuan dan Fungsi SPMI 

SPMI bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar secara sistemik dan berkelanjutan 

melalui penerapan siklus PPEPP, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan ini 

hanya dapat dicapai apabila setiap unsur manajemen dan segenap sivitas akademika Politeknik 

Negeri Manado telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya 

dimintakan akreditasi (SPME).  

SPMI berfungsi sebagai sistem yang mengendalikan penyelenggaraan pendidikan di 

Politeknik Negeri Manado untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Dalam konteks yang 

lebih luas, SPMI, sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, berfungsi untuk:  

a. menumbuhkan dan mengembangan budaya mutu Polimdo  

b. mewujudkan visi dan melaksanakan misi Polimdo  

c. memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi 

d. sarana untuk memperoleh peringkat akreditasi program studi dan perguruan tinggi 

 

3.8 Pelaksana SPMI  

Dalam mengimplementasi SPMI, komitmen pimpinan/manajemen sangat penting terutama 

Direktur sebagai peletak arah implementasi SPMI dan pihak yang mengeksekusi pelaksanaan 

SPMI. P4M hanya berperan dalam membangun SPMI sesuai visi Direktur dan mengawal proses 

implementasinya. Direktur merupakan pemegang kunci keberhasilan pelaksanaan SPMI sehingga 

SPMI dapat menjadi aliran darah yang mengaliri seluruh sendi kehidupan di Politeknik Negeri 

Manado.  

Pelaksana SPMI mencakup seluruh unsur manajemen dan segenap sivitas akademika yang 

terdiri dari: 

a. Direktur 
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b. Wakil Direktur 

c. Kepala Pusat 

d. Kepala UPT/SPI/LSP 

e. Kepala Bagian dan Sub bagian 

f. Ketua Jurusan 

g. Koordinator Program Studi 

h. Kepala Laboratorium 

i. GKM 

j. Auditor Mutu Internal 

k. Dosen 

l. Mahasiswa 
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e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi no. 72 tahun 2016 tentang 

Statuta Politeknik Negeri Manado 

f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi no. 21 tahun 2016 tentang 

Organisasi Tata Kelola Politeknik Negeri Manado 

g. Surat Keputusan Direktur no. 5132/PL12/AK/2017 tentang Penetapan Dokumen 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Negeri Manado 

h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggaran 

Pendidikan Vokasi tahun 2020 

i. Dokumen SPMI Politeknik Negeri Manado tahun 2017. 

 

 


